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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI1/2023 terkait gugatan pengajuan
formil atas penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap proses legislasi di
Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan
sumber bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan
hukum sekunder seperti literatur, jurnal dan dokumen terkait. Sumber bahan hukum
dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai
hubungan antara pertimbangan hakim dan dampaknya pada sistem legislasi.

Dengan menggunakan Teori Perundang-undangan, Teori Konstitusi, dan
Teori Kepastian Hukum, maka hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan
hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI1/2023 berfokus
pada keabsahan formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah
menilai proses legislasi Undang-Undang tersebut dari aspek pemenuhan prosedur
peraturan perundang-undangan. Sementara itu, implikasinya terhadap proses legislasi
di Indonesia, dianalisis dengan menggunakan Teori Legislasi, Teori Perubahan Sosial
dan Teori Hukum Progressif. Hasilnya, proses legislasi terpenuhi tetapi kurang
adanya transparansi, partisipatif, dan kurang berkeadilan sosial, padahal kesesuaian
dengan prinsip negara hukum-merupakan pilar.utama:dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Karena itu, dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor
54/PUU-XXI1/2023 memberikan penegasan atas pentingnya integritas proses legislasi
di Indonesia. Selain menjadi preseden penting bagi pengujian formil di Mahkamah
konstitusi, putusan ini juga memberikan panduanuntuk menghindari cacat procedural
dalam pembentukan undang-undang di masa depan. Studi ini merekomendasikan
reformasi legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel guna
memperkuat legitimasi hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum

nasional.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the considerations of Constitutional Court judges
in Decision Number 54/PUU-XX1/2023 regarding a formal filing lawsuit on the
determination of Perppu Number 2 of 2022 as Law Number 6 of 2023 concerning Job
Creation and its implicationsfor the legislation process in Indonesia. This research
approach is normative juridical, using primary legal materialsin the form of
Constitusional Court decisions, as well as secondary legal materials such as literature,
betweenjournals, and related documents. The source of legal materials is analyzed
qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the relationship between
judges’ consideration and their impact on the legislation system.

By using Theory of Legislation, Constitutional Theory, and Theoryof Legal
Certainty, the results of the analysis show that the Consideration of the Constitutional
Court judges in Decision Number 54/PUU-XX1/2023 focuses on the formal validity
of the formation of the Job Creation Law. The Court assesses the process of
legislating the law from the aspect of fulfilling the proceduresof lawsand regulations.
Meanwhile, the implications for the legislation process in Indonesia are analyzed
using Legislation Theory, Social Change Theory, and Progressive Law Theory. As a
result, the legislation process is fulfilled but there is a lack of transparency,
participation, and lack of social justice, even though conformity with the principle of
the rule of law is the'main pillar‘in the formation of laws and regﬁlations.

This study concludes that Decision Number 54/PUU-XX1/2023 affirms the
importance of the integrity of the legislative process in Indonesia. In addition to being
an important precedent for formal testing in the Constitutional Court, this ruling also
provides guidance to avoid procedural defects in the formation of future laws. This
study recommends more transparent, participatory, and accountable legislative

reforms to strengthen legal legitimacy and public trust in the national legal system.

Keywords: Constitutional Court, formal testing, Job Creation Law, Decision Number
54/PUU-XX1/2023, Legislation Process.
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